
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 069 TAHUN 2017 

TENTANG 

NAMA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGANPEMERINTAH 

PROVINSIKALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

Menimbang:  a. bahwa untuk menetapkan jenis, jenjang jabatan 
Pelaksanadalam rangka meningkatkan profesionalismePegawai 

Negeri Sipil, dipandang  perlu menetapkan jabatan pelaksanadi 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Nama Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2017; 

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah SwatantraTingkat I Kalimantan Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5347) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 

2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor  63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009    
Nomor 164); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun  1999 tentang Rumpun 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun1999 tentang Rumpun 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 483); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 80  Tahun 2015 tentang 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur 

Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi 
Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur 
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 878); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); 

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 
72); 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NAMA JABATAN PELAKSANA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2017. 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:  

1.  Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.  

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom.  

3.   Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.  

4.   Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur. 

5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan 
organisasi Negara. 

 



- 4 - 

 

7. Rumpun Jabatan adalah himpunan jabatan yang terdiri atas pegawai yang 
memiliki karakteristik sama atau tugas yang sejenis. 

8. Uraian Tugas adalah suatu paparan tugas jabatan yang merupakan upaya 

pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja 
menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. 

 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 

Penamaan Jabatan Pelaksana ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi 
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menentukan kaidah dan 
kriteria dalam pemberian nama jabatan pelaksana yang bersifat generik serta 

menentukan rumpun jabatan. 

 

 
Pasal 3 

 

Tujuan Penyusunan Penamaan Jabatan Pelaksana  adalah untuk peningkatan 
efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta untuk 

menciptakan optimalisasi kinerja masing-masing organisasi/unit kerja. 

 
 

BAB III 

PENAMAAN JABATAN PELAKSANA 
 

Pasal 4 
 

(1)  Nama-nama Jabatan  Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Gubernur ini. 

(2)  Dalam rangka menyusun Penamaan Jabatan Pelaksana  perlu dilaksanakan 
Analisis Jabatan yang menghasilkanInformasi Jabatan sebagai pedoman kerja 

masing-masing satuan kerja/unit kerja. 

(3)  Nama Jabatan Pelaksana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 
 

 

Pasal 5 
 

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 
ini. 

 
 
 

 
 

 
 



- 5 - 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

PeraturanGubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan. 

 
Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal  5 September 2017  

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
ttd 

 

 
H. SAHBIRIN NOOR 

 

 
 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal  5 September 201710 Agustus 2011  

 

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI  
       KALIMANTAN SELATAN,   

 
                      ttd 
 

H. ABDUL HARIS 
 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  

TAHUN 2017 NOMOR 69 
 

   

   
   
   

   

   

   

   
    

 
 
 

 
 

 
 


